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PUTUSAN
Nomor 3251/Pdt.G/2019/PA.Cbn

L N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada
tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di Bogor, 04 Agustus 1979, umur 39 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman
di Kampung Jampang (rumah bapak Sai), RT. 001 RW. 004,
Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung putri, Kabupaten

Bogor, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, lahir di Jakarta, 23 Mei 1985, umur 34 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat
kediaman di Kampung Perumpung, RT. 003 RW. 001, Desa
Gunung Sindur, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02
Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari
itu juga dengan register perkara Nomor 3251/Pdt.G/2019/PA.Cbn,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
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1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya
dilaksanakan pada tangggal 29 April 2009, berdasarkan kutipan akta nikah
nomor 432/155/IV/2009 tertanggal 29 April 2009, yang dikeluarkan oleh
KUA Kecamatan Gunung putri, Kabupaten Bogor;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di Kampung Jampang (rumah bapak Sai), RT. 001 RW. 004,
Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung putri, Kabupaten Bogor;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan
dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhamad Rassya Ardiansyah, laki-laki,
lahir di Bogor tanggal 31 Mei 2010

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis akan tetapi sejak bulan April 2014 sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

a. Tergugat dalam mencari nafkah selalu bermalas-malasan, sehingga
mengabaikan tanggungjawabnya memberikan nafkah lahir kepada
Penggugat

b. Tergugat suka menggunakan minuman keras diketahui Penggugat yang
melihat langsung di rumah Penggugat

c. Tergugat dahulunya adalah seorang mualaf, kemudian setelah mualaf
Tergugat tidak menjalankan segala perintah dan ajaran-ajaran dari
agama Islam , sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan
merasa tidak sejalan lagi

d. Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga
antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa pada tahun 2015 merupakan puncak permasalahan dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dengan
Tergugat sudah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan
Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya
tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara

Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi,
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sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak
tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin
lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan
terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat

kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang

mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat
gugatan Penggugat dan menurut relaas panggilan Nomor
3251/Pdt.G/2019/PA.Cbn, ternyata dinyatakan Penggugat tidak dikenal di

alamat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka
semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap

telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan
Penggugat tidak dikenal di alamat yang disebutkan dalam identitas Penggugat,
maka Majelis Hakim berpendapat identitas Penggugat harus dinyatakan tidak
jelas/kabur (obscuur libel) dan oleh karena itu harus dinyatakan gugatan

Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
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Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai
dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah
dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang

berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 Masehi bertepatan
dengan tanggal 13 Zulgaidah 1440 Hijriah, oleh kami Firris Barlian, S.Ag., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Drs. Arwendi dan Drs. H. Mukhlis M.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut
dan dibantu oleh Abdullah As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa
dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Anggota-Anggota, Ketua Majelis,

Drs. Arwendi Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Drs. H. Mukhlis M.H.
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Panitera Pengganti,

Abdullah As'ad, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,-

- Biaya Proses :Rp 50.000,-

- Panggilan 'Rp 280.000,-

- PNBP Panggilan : Rp 20.000,-

- Redaksi :Rp 10.000,-

- Meterai :Rp 6.000,-
Jumlah :Rp 396.000,-
(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
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